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Abstract 
The study aims to : 1) determine financial performance as represented by independence 
ratio,  effectiveness,  efficiency, harmony, and local revenue of Donggala Regency: 2) determine 
the level of community welfare as represented by human development indeks of Donggala 
community.The Study uses secondary data in the form of budget realization report of the APBD of 
Donggala in the year of 2008-2015 from The Office of Revenue. Financial Administration, and 
Local Asset of Donggala Regency,while data of human development index is taken from Stastistical 
Bureau of Donggala from 2010 to 2015. Data analysis used is trend analysis of financial 
performance includes:a.independence ratio, b. effectiveness ratio, c. efficiency ratio,d. harmony,e. 
Growth ratio. Meanwhile, indicators of community welfare include: a. Life Expectancy, b. school 
expectancy and the everage length of school, and c. spending per capita. The results find that:1) 
financial performance from independence aspect shows very low level of independence;2) 
effectiveness aspect averagely shows a very high level; 3) efficiency aspect shows a very efficient 
financial level; 4) harmony aspect of governmental spending shows that the average of indirect 
and direct spending is quite harmonious; 5) the growth of local revenue shows unsteady even a 
negative growth. The results on community welfare show that: 1) life expectancy aspect implies an 
increase on community life ecpectancy; 2) school expectancy and the everage length of school 
shows an increase; 3) the everage spending per capita shows an increase everagely. 
Keywords: financial independence, effectiveness, efficiency, spending harmony, local revenue 
growth, life expectancy rate, the everage length of school, and spending per capita. 
 
Indonesia memasuki masa otonomi 
daerah dengan diterapkannya Undang - 
undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian 
menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang 
pemerintahan daerah, dan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi 
UU No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah.Penerapan perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah di Indonesia tercermin dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik juga didasarkan atas azas 
desentralisasi, dekoonsentrasi dan tugas 
perbantuan. Dengan otonomi daerah, 
anggaran daerah menjadi pintu penting  yang 
paling mungkin setiap daerah menjadikan 
dinamis  kegiatan pembangunan melalui 
alokasi yang tepat dalam rangka membuat 
strategi untuk menciptakan kebijakan yang 
lebih tepat sesuai situasi masing-masing 
daerah (Yustika 2007:242). 
 Untuk itu, otonomi daerah diharapkan 
dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan sumber daya daerah, 
meningkatkan kualitas pelayanan umum dan 
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan 
ruang bagi masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
(Mardiasmo, 2002). 
 Dengan diterapkannya PP No. 71 
Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 
2013  tentang penerapan standar akutansi 
pemerintah berbasis akrual pada pemerintah 
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daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur 
penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. 
Salah satu alat ukur yang dapat 
digunakan untuk menganalisis kinerja 
pemerintah kabupaten dalam mengelola 
keuangan daerahnya adalah melakukan 
analisis rasio keuangan terhadap APBD yang 
telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 
2007: 231). 
1) Kemandirian keuangan daerah dalam 
membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan. 
2) Efisiensi dan efektivitas dalam 
merealisasikan pendapatan daerah. 
3) Sejauhmana aktivitas Pemda dalam 
membelanjakan pendapatan daerahnya. 
4) Kontribusi masing-masing sumber 
pendapatan dalam pembentukan   
pendapatan daerah. 
5) Pertumbuhan/perkembangan perolehan 
pendapatan dan pengeluaran yang 
dilakukan selama periode waktu tertentu.  
Dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerah yang transparan, jujur, demokratis, 
efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis 
rasio keuangan terhadap pendapatan belanja 
daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002; 
169).  
Dalam mengukur tingkat kesejahteraan 
masyarakat Program Pembangunan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melalui 
terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an 
mengukur kesejahteraan masyarakat secara 
lebih komprehensif dengan menggunakan 
tingkat pengeluaran perkapita, usia harapan 
hidup dan tingkat pendidikan yang 
dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan 
Manusia atau Human Development Index = 
HDI.  
Kajian empiris mengenai kinerja 
keuangan daerah di Indonesia selama ini telah 
banyak dilakukan,   Seperti yang dilakukan 
oleh Matheus Dacosta (2002:108) Secara rata-
rata derajat otonomi fiskal (DOF) Kota 
Kupang adalah 7,71% selama tahun 
1997/1998 – 2001. Rasio ini dikategorikan 
sangat kurang karena berada di bawah rasio 
25%. Hal ini berarti kemampuan keuangan 
Kota Kupang yang berasal dari PAD rendah 
sekali.Analisis efisiensi dan efektivitas 
menunjukkan perkembangan yang cukup 
fluktuatif dengan rata-rata tingkat efisiensi 
sebesar 17,58%, dan tingkat efektivitas 
pemungutan sumber-sumber pendapatan 
selama tahun anggaran 1997/1998 – 2001 
telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan 
yakni sebesar 103,77% dan dikategorikan 
sangat efektif. Rasio keserasian belanja atau 
rasio belanja publik adalah sebesar 23,03%, 
hal ini berarti pemerintah kabupaten rata-rata 
hanya mangalokasikan dana sebesar 23,03% 
untuk belanja publik dari total belanja daerah 
dan dapat dikategorikan kurang serasi. oleh 
Deasy indra (2013) di Kabupaten Morowali 
mengenai pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah memperlihatkan bahwa pertumbuhan 
rata-rata PAD Kabupaten Morowali sebesar 
36,04% dan dari tahun ke tahun menunjukan 
pertumbuhan yang berfluktuatif, dan rata-rata 
pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 
lima tahun adalah pada retribusi daerah 
dimana rata-rat pertumbuhannya mencapai 
73,98%. Sedangkan data pembanding tentang 
kesejahteraan masyarakat di provinsi 
Sulawesi Tengah, Badan Pusat Statistik 
Provinsi Sulawesi Tengah melakukan 
penilaiaan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia di tahun 2014, seperti pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 1. IPM Kabupaten Prov. Sulteng 
2014 
   No    Kabupaten/Kota Capaian IPM 
1 Kota Palu 79,12 
2 Morowali 67,91 
3 Poso 67,65 
4 Banggai 67,11 
5 Morowali utara 65,81 
6 Buol 65,41 
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7 Sigi 64,64 
8 Donggala 63,55 
9 Bangai Kepulauaan 62,33 
10 Bangai Laut 62,12 
11 Parigi Mautong 62,2 
12 Toli-toli 61,91 
13 Tojo Una-Una 61,15 
  Sumber : Badan Pusat Statistik. IPM 2014 
Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat 
dijelaskan bahwa Kota Palu menempati 
urutan pertama sebagai kota dengan kategori 
indeks pembangunan manusia tinggi (70 ≤ 
IPM < 80 ) disusul oleh dua belas kabupaten 
kota dengan kategori Indeks pembangunan 
manusia kategori sedang  (60 ≤ IPM  < 70). 
Dalam penelitian ini, peneliti memilih 
Kabupaten Donggala sebagai obyek 
penelitian terhadap kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat, dimana Kabupaten 
Donggala juga memperoleh peringkat kedua 
nasional atas penyelengaraan (Lakip) 
Akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah 
daerah dari Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia, serta Kabupaten 
Donggala tercatat sebagai daerah dengan 
perencanaan pembangunan terbaik tahun 
2015, dan juga sebagai Kabupaten Inovatif. 
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Donggala yang semakin 
transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, 
dan akuntabel, maka peneliti  memandang 
perlu untuk melakukan penelitian dengan 
judul Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat 
Kesejahteraan masyarakat.  
Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, maka yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Donggala yang 
diwakili oleh Rasio Kemandirian, 
Efektivitas, Efisiensi, Keserasian, dan 
Pertumbuhan PAD tahun 2008-2015. 
2. Untuk mengetahui tingkat Kesejahteraan 
masyarakat yang di wakili oleh IPM 
(indeks Pembangunan Manusia melaui 
indikator Usia Harapan Hidup, Harapan 
lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan 
Pengeluaran perkapita tahun 2010-2015. 
 
METODE 
Penelitian ini mengunakan jenis 
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang  
berfungsi untuk mendiskripsikan atau 
memberi gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data sampel atau populasi 
sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
analisis dan membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum. (Sugiono, 2016 :29). 
Penelitian ini berlokasi pada Kantor Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) dan Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Donggala. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini mengunakan  
data sekunder,  runtut waktu (time series) 
yaitu data-data yang diperoleh dari laporan 
keuangan daerah  Kabupaten Donggala pada 
kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah tahun 2008-2015, sedangkan 
data Laporan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) tahun 2010- 2015 di peroleh dari 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala.  
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa Studi 
Pustaka (mengumpulkan berbagai literatur 
atau peraturan yang berkaitan dengan obyek 
penelitian), dokumentasi (pengumpulan data 
berdasarkan dokumen dan laporan tertulis) 
dan wawancara dengan pihak terkait yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis trend. Dengan  
menggunakan data sekunder yang yang 
diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) dan Laporan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). 
1. Rasio Kemandirian 
  Kemandirian Keuangan daerah (otonomi 
Fiskal) menunjukan  kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahaan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar 
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pajak dan retribusi sebagai sumber 
pendapatan yang di perlukan daerah, dengan 
formulasi sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
2. Rasio Efektifitas 
Rasio Efektifitas mengambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerah yang 
direncanakan dibandingkan dengan target 
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah. Pengukuran tingkat efektifitas ini 
untuk mengetahui berhasil tidaknya 
pencapaiaan tujuan anggaran yang 
memerlukn data-data realisasi pendapatan dan 
target pendapatan yang di formulasikan 
(Halim 2008:284) sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
3. Rasio Efisiensi 
Rasio yang menggambarkan perbandingan 
antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan yang diterima. 
Formulasinya adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rasio  Aktivitas/Keserasian 
Rasio ini mengambarkan bagaimana 
pemerintah daerah memperioritaskan alokasi 
dananya  pada belanja rutin dan belanja 
pembangunan secara oftimal. Semakin tinggi 
prosentase dana yang akan dialokasikan untuk 
belanja rutin berarti prosentase belanja 
investasi (belanja pembangunan) yang 
digunakan untuk menyediakan sarana 
prasarana ekonomi masyarakat cendrung 
semakin kecil. Secara sederhana rasio 
Keserasian di formulasikan sebagai berikut : 
a. Belanja Rutin 
 
 
 
 
 
 
b. Belanja pembangunan 
 
 
5. Rasio Pertumbuhan 
Rasio Pertumbuhan (growth ratio) 
mengukur seberapa besar kemampuan 
pemerintah daerah dalam mempertahankan 
dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 
dicapai dari periode keperiode berikutnya. 
Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk 
masing-masing komponen sumber pendapatan 
dan pengeluaran, dapat digunakan 
mengevaluasi potensi-potensi mana yang 
perlu mendapat perhatian di formulasikan 
(Halim 2012) sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
Dimana: 
TP PADt = Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah Tahun Berjalan 
PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun 
Berjalan 
PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah Tahun 
Sebelumnya 
 
6. Kesejahteraan Masyarakat 
IPM merupakan indeks komposit yang 
dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 
indeks harapan hidup, indeks pendidikan 
(harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah), dan indeks standar hidup layak. 
Capaian IPM diklasifikasikan menjadi 
beberapa kategori, yaitu:  
 
    Pendapatan Asli Daerah 
   -------------------------------          x  100 
    Dana Transper Pusat & Provinsi    
     Realisasi Penerimaan PAD 
-----------------------------------          X  100 
      Target Penerimaan PAD 
        Biaya Pungut PAD 
      _________________             x       100 
           Realisasi  PAD 
Total Belanja Rutin/BTL 
______________________            x  100 
      Total APBD 
Total Belanja Pembangunan/BL 
______________________         x  100 
      Total APBD 
          (PADt – PADt-1) 
  ------------------------------   X  100 
                 PADt-1 
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Tabel 2. Klasifikasi Capaian IPM 
Klasifikasi Capaian IPM 
Sangat Tinggi IPM  ≥  80 
Tinggi 70  ≤  IPM  <  80 
Sedang 60  ≤  IPM  <  70 
Rendah <  60 
Sumber : BPS (2015) Indeks Pembangunan Manusia. 
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik 
dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan 
indeks pengeluaran, dengan formula sebagai 
berukut: 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Deskripsi Variabel Kemandirian 
Daerah 
Derajat kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Donggala secara rinci dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 3. Rasio Kemandirian Kabupaten 
Donggala Tahun Anggaran 2008-2015 
(dalam %) 
Tahun Rasio Pola 
Anggaran Kemandirian Hubugan 
2008 3,15  Instruktif  
2009 8,28  Instruktif  
2010 4,48  Instruktif  
2011 4,81  Instruktif  
2012 5,76  Instruktif  
2013 5,60  Instruktif  
2014 7,44  Instruktif  
2015 5,91  Instruktif  
Sumber : APBD Kabupaten Donggala TA. 2008-2015 
(diolah) 
 
Pada tabel 3 memperlihatkan bahwa 
rasio kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Donggala masih sangat rendah, 
dimana dalam kurun waktu 8 (delapan) 
anggaran, rata-rata rasio kemandirian hanya 
sebesar 5,60%. Dalam perkembangannya, 
rasio kemandirian menunjukan kecendrungan 
berfluktuasi tiap tahunnya dimana pada tahun 
2008 hanya sebesar 3,15% dibandingkan 
dengan rasio kemandirian tahun  2009 yang 
sebesar 8,28% Turunnya rasio kemandirian 
pada tahun 2008 disebabkan oleh turunnya 
realisasi penerimaan PAD dibandingkan 
dengan Tahun Anggaran 2009 sementara 
penerimaan dana perimbangan dari 
pemerintah pusat pada tahun 2009 dan tahun 
2010 mengalami penurunan  dibandingkan 
dengan tahun 2008 dimana terjadi transisi 
pemisahan pemekaran Kabupaten Sigi yang 
berpengaruh terhadap anggaran pendapatan 
Kabupaten Donggala. 
2. Deskripsi Variabel Efektivitas  
Hasil perhitungan rasio efektivitas 
keuangan pemerintah Kabupaten Donggala 
dapat dilihat pada tabel  berikut ini : 
 
Tabel 4. Rasio Efektivitas PAD Kab. 
Donggala Tahun Anggaran 2008-2015  
 
 
Sumber : APBD Kabupaten Donggala T.A 2008-2015  
(data diolah) 
Tahun Anggaran 
  
Rasio Kreteria 
Efektivitas 
 
2008 
 
121,35 
Sangat 
Efektif 
2009 
 
203,54 
Sangat 
Efektif 
2010 
 
142,98 
Sangat 
Efektif 
2011 
 
124,58 
Sangat 
Efektif 
2012 
 
138,84 
Sangat 
Efektif 
2013 
 
96,28 Efektif 
2014 
 
100,64 
Sangat 
Efektif 
2015 
 
97,13 Efektif 
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Pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa 
efektivitas dalam merealisasikan PAD di 
Kabupaten Donggala cenderung pada tingkat 
yang efektif dan sangat efektif selama kurun 
waktu 8 (delapan) tahun anggaran. Pada tahun 
Anggaran 2013 dan rasio efektifitas 
menunjukan posisi yang menurun yang hanya 
mencapai 96,28% dengan kategori efektif dari 
tahun Anggaran 2012 sebesar 138,84% dan 
pada tahun 2014 menunjukan adanya 
perbaikan sedikit kenaikan sebesar 100,64% 
sedangkan pada tahun 2015 kembali menurun 
sebesar 97,13% dengan kategori efektif. Dan 
cenderung berfluktuatif/tidak stabil selama 
delapan tahun anggaran. 
3. Deskripsi Variabel Efisiensi 
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 
rasio efisiensi keuangan  Kabupaten Donggala 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 5. Rasio Efisiensi Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kab. Donggala Tahun 
Anggaran 2008-2015 (dalam%) 
Tahun 
    
Rasio Kreteria 
Efisiensi   
2008 3,56 Sangat efisien 
2009 2,25 Sangat efisien 
2010 3,64 Sangat efisien 
2011 3,45 Sangat efisien 
2012 3,86 Sangat efisien 
2013 3,87 Sangat efisien 
2014 3,17 Sangat efisien 
2015 2,18 Sangat efisien 
Rata-rata 3,25 Sangat efisien 
Sumber : APBD Kabupaten Donggala TA. 2008-2015 
(diolah) 
 
Dari Tabel 5 di atas diketahui bahwa 
rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2008 sampai 
dengan 2015  berkisar antara 2,25 %  sampai  
3,87% atau dengan kreteria sangat efisien, 
bila berdasarkan kreteria penilaiaan efisiensi 
keuangan daerah dimana ≤60 %  dan jika kita 
melihat trendnya cendrung fluktuatif pada 8 
(delapan) tahun anggaran di Kabupaten 
Donggala, dengan pencapaian tingkat rasio 
efisiensi ≤ 60 %  semakin kecil rasio 
efisiensinya hal itu menggambarkan kinerja 
semakin baik. 
4. Deskripsi Variabel  Keserasian Belanja 
Berikut ini hasil perhitungan rasio 
keserasian belanja tidak langsung terhadap 
total Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah serta belanja langsung terhadap total 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 
Anggaran 2008-2015 dapat disajikan pada 
tabel  berikut dibawah  ini: 
Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja 
Daerah Kabupaten Donggala  
T.A 2008-2015 (dalam%) 
Tahun 
Rasio Belanja 
Rasio 
Belanja 
Keserasian 
tidak langsung langsung Belanja 
2008 54,93 45,07 
 Cukup 
Serasi  
2009 61,68 38,32 
 Kurang 
Serasi  
2010 57,43 42,57 
 Cukup 
Serasi  
2011 50,07 49,93 
 Cukup 
Serasi  
2012 53,66 46,34 
 Cukup 
Serasi  
2013 50,89 49,11 
 Cukup 
Serasi  
2014 51,26 48,09 
 Cukup 
Serasi  
2015 51,91 48,09 
 Cukup 
Serasi  
Sumber : APBD Kabupaten Donggala TA. 2008-2015 
(diolah) 
 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa rasio 
keserasian keuangan daerah selama kurun 
waktu delapan tahun anggaran rata-rata rasio 
aktivitas/keserasian belanja menunjukkan 
belanja tidak langsung dan belanja langsung 
dengan kreteria cukup serasi dimana rentang 
antara (40-60%) dimana pernah mengalami 
kurang serasi pada tahun 2009 dengan rasio  
61,68% berbanding dengan 38,32%. 
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5. Deskripsi Variabel Pertumbuhan PAD 
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio pertumbuhan PAD  Kabupaten Donggala dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 7. Pertumbuhan PAD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008-2015 (dalam%) 
PAD Tahun Anggaran 
Rata-rata 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Pajak Daerah 
 
25,57 8,28 11,15 35,20 10,46 (7,39) 8,66 11,49 
Retribusi Daerah 
 
(30,56) 30,93 82,43 29,17 27,32 78,36 (83,39) 16,78 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan  
116,91 65,63 49,43 (70,51) 182,48 (33,89) 115,53 53,19 
Lain2 PAD Yang 
Sah  
249,91 (72,95) 46,74 7,79 (2,07) 169,27 55,34 56,76 
Trend 
 
78,14 (31,17) 29,71 19,71 14,20 40,83 2,94 19,29 
Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 7 memperlihatkan bahwa 
pertumbuhan rata-rata PAD Kabupaten 
Donggala sebesar 19,29 dan dari tahun 
2008 sampai dengan 2015 menunjukan 
pertumbuhan yang berfluktuatif. Jika 
memperhatikan rata-rata dari setiap 
komponen sumber PAD selama delapan tahun 
anggaran dari tahun 2008-2015 yakni 
komponen  pendapatan pajak daerah sebesar 
11,49 %, pendapatan retribusi daerah sebesar 
16,78%, kekayaan daerah yang dipisahkan 
mencapai 53,19%, dan lain-lain PAD yang 
sah sebesar 56,765. Dari keempat komponen 
pertumbuhan menunjukan pertumbuhan yang 
positif meskipun trend pertumbuhannya pada 
tahun 2015 kembali menurun. 
 
6. Deskripsi Varibel Kesejahteraan 
Masyarakat 
Dalam mengukur variabel kesejahteraan 
masyarakat digunakan indikator Angka 
Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan 
Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) dan Pengeluaran perkapita di 
Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
1. Indikator Angka Harapan Hidup 
Berikut ini dapat dilihat perbandingan  
trend daripada rata-rata harapan hidup 
masyarakat Kabupaten Donggala dengan rata-
rata harapan hidup provinsi Sulawesi Tengah. 
 
 
 
Gambar 1. Grafik Perbandingan Angka 
Harapan  Hidup Masyarakat di 
Kab. Donggala dan Prov. Sulteng 
Tahun 2010-2015 
Berdasarkan gambar 1 diatas 
menunjukan angka harapan hidup masyarakat 
Kabupaten Donggala dari tahun 2010-2015 
mengalami peningkatan namun pada tahun 
2015 usia harapan hidup masih tetap seperti 
pada tahun sebelumnya yakni tahun 2014 rata 
usia harapan hidup 65,79 tahun, namun masih 
dibawah rata-rata usia harapan hidup provinsi 
sulawesi tengah yang pada tahun 2015 sudah 
mencapai 67,26 tahun. 
 
2. Indikator Harapan Lama Sekolah dan 
Rata-rata Lama Sekolah 
Berikut ini dapat dilihat perbandingan 
harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah masyarkat Kabupaten Donggala dari 
tahun 2010-2015. 
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Gambar 2 Grafik Perbandingan Harapan  
Lama Sekolah dan Rata-rata Lama 
Sekolah di Kab Donggala 
Tahun 2010 – 2015 
 
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa, 
dari tahun 2010 – 2015  rata-rata harapan 
sekolah  dengan rata-rata lama sekolah 
masyarakat di Kabupaten Donggala 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Secara makro ukuran Rata-rata lama sekolah 
masyarakat Kabupaten Donggala pada tahun 
2010  yang baru mencapai 7,29 Tahun, pada 
tahun 2011 selama 7,44 tahun, pada tahun 
2012 selama 7,60 tahun, pada tahun 2013 
selama 12,38 tahun, pada tahun 2014 selama 
7,80 tahun, dan pada tahun 2015 menjadi 7,81 
tahun. Ini menunjukan trend semakin 
meningkatnya rata-rata lama sekolah 
masyarakat Kabupaten Donggala dari tahun 
2010 sampai dengan tahun 2015. Hal ini 
menjadi wajar, mengingat dari tahun ketahun 
kualitas pendidikan terus ditambah dan 
diperbaharui, terutama  pada kelompok 
pendidikan dasar. Upaya ini juga 
meningkatkan partisipasi sekolah penduduk 
berusia 7 tahun keatas. 
3. Indikator Pengeluaran Perkapita 
Selanjutnya, dimensi ketiga yang 
membentuk IPM adalah standar hidup  layak 
yang dihitung dari pengeluaran perkapita.. 
Adapun trend dari pengeluaran perkapita 
masyarakat Kabupaten Donggala dari tahun 
2010-2015 dengan rata-rata Sulawesi Tengah 
dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
 
 
Gambar 3. Grafik Perbandingan 
Pengeluaran Perkapita Masyarakat  
Donggala dan Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2010-2015 
 
Pada gambar 3 tahun 2010, pengeluaran 
perkapita penduduk di Kabupaten Donggala 
sekitar Rp. 6,596 juta pertahun, sampai pada 
tahun 2015 meningkat menjadi Rp.7,407 juta 
pertahun. Angka pengeluaran perkapita ini 
meningkat dari tahun ke tahun. Namun, 
apabila di bandingkan dengan tahun 2010, 
pengeluaran perkapita ini tidak mengalami 
peningkatan yang signifikan, hanya 
meningkat Rp 811 ribu dalam kurun waktu 
enam tahun. Demikian juga rata-rata 
pengeluaran perkapita penduduk Sulawesi 
Tengah angka pengeluaran perkapita ini 
memang meningkat dari tahun ketahun. 
Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 
2010, pengeluaran perkapita ini tidak  
mengalami peningkatan yang signifikan, yang 
hanya meningkat Rp.780 ribu. Adapun 
perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 
di Kabupaten Donggala tahun 2010 sampai 
tahun 2015  dapat di lihat pada gambar 
berikut dibawah ini: 
 
Gambar 4. Trend Perkembangan 
IPM Masyarakat Kab. Donggala 
Tahun 2010-2015 
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Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa, 
ditinjau dari capaian IPM Kabupaten 
Donggala pada tahun 2010 masih dalam 
klasifikasi capaian rendah yakni 59,72, 
dimana berdasarkan Klasifikasi capaian IPM 
< 60, ini terjadi pencapaian dari masing-
masing dimensi komponen yang menjadi 
indikator IPM masih belum meningkat baik 
rata-rata pengeluarn perkapita, angka harapan 
hidup maupun harapan lama sekolah dan rata-
rata lama sekolah, sedangkan capaian IPM 
dengan kategori sedang berdasarkan 
klasifikasi 60 ≤ IPM < 70, dimulai dari tahun 
2011 dengan capaian 60,15, tahun 2012 
dengan capaian 61,33, tahun 2013 dengan 
capaian 63,38, pada tahun 2014 dengan 
capaian 63,55 dan pada tahun 2015 dengan 
capaian 63,82, lima tahun terakhir nilai 
tingkat pencapaian IPM kategori sedang, 
artinya tingkat variasi pembangunan baik dari 
sisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian 
masih relatif sama. 
Pembahasan 
1. Tingkat Kemandirian 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
pola hubungan antara pemerintah Kabupaten 
Donggala dengan pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi selama delapan tahun 
anggaran  dapat digolongkan menjadi pola 
hubungan yang instruktif, hal ini berarti 
bahwa pemerintah Kabupaten Donggala 
hanya menjalankan amanat dan kebijakan 
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat 
dan provinsi sehingga belum mampu 
mengatur rumah tangganya sendiri.  
Hasil penelitian ini juga mengidikasikan 
bahwa PAD berperan penting dalam 
meningkatkan kemandirian keuangan daerah. 
Hal ini sependapat dengan Dwirandra (2008), 
dalam kaitannya dengan pemberian otonomi 
kepada daerah dalam merencanakan, 
menggali, mengelola dan menggunakan 
keuangan daerah sesuai dengan kondisi 
daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah 
satu indikator untuk mengurangi 
ketergantungan pemerintah kabupaten kepada 
pusat yang pada prinsipnya semakin besar 
PAD dalam APBD akan menunjukkan 
semakin kecil ketergantungan daerah kepada 
pemerintah pusat dan provinsi 
Selain itu, penelitian ini juga sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Dwirandra (2008) yang menyatakan bahwa 
terdapat tujuh kabupaten di Provinsi Bali 
yang memiliki tingkat kemandirian yang 
sangat rendah (rasio KKD 0% sampai dengan 
25%) sedangkan satu kabupaten tergolong 
memiliki tingkat kemandirian sedang (rasio 
KKD lebih dari 50% sampai dengan 75%). 
2. Tingkat Efektifitas 
Tingkat Efektifitas PAD pada dasarnya 
sangat erat kaitanya dengan kinerja 
pengelolaan daerah terutama menyangkut 
pendapatan daerah. Hal ini mengambarkan 
bagaimana peranan pemerintah daerah dalam 
merelaisasikan penerimaan daerah yang 
berasal dari PAD agar dapat tercapai yang 
optimal. Berdasarkan data pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten 
Donggala terlihat bahwa dalam penetapan 
target penerimaan PAD terutama pada 
retribusi daerah kurang mempertimbangkan 
tingkat pencapaian retribusi daerah tahun 
anggaran sebelumnya dan bahkan target 
penerimaannya dalam penetapan cenderung 
naik setiap tahun dari tahun ketahun, sehingga 
rata-rata retribusi daerah selama kurun waktu 
delapan tahun anggaran hanya mencapai 
98,70%. Secara keseluruhan efektifitas 
pendapatan asli daerah Kabupaten Donggala 
dari tahun anggaran 2008 sampai tahun 2014 
dengan kreteria sangat efektif sedangkan 
tahun 2015 berada pada kretria efektif dengan 
rasio sebesar 97,13 %. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Samson (2001) yang meneliti 
tentang indikator-indikator keberhasilan 
pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten 
Barito Kuala, menyatakan bahwa secara rata-
rata pengelolaan keuangan pemerintah 
Kabupaten Barito Kuala selama tahun 1995 – 
2000 dikategorikan sangat efektif dengan 
rasio efektivitas 104%. 
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3. Tingkat Efisiensi 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 
tingkat efisiensi pengelolaan keuangan 
pemerintah Kabupaten Donggala selama 
delapan tahun anggaran dengan rata-rata rasio 
sebesar 3,25 % dengan kategori sangat efisien 
berada rentang dibawah 60%. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Samson (2001) yang meneliti tentang 
indikator-indikator keberhasilan pengelolaan 
keuangan pemerintah Kabupaten Barito 
Kuala, menyatakan bahwa secara rata-rata 
pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten 
Barito Kuala selama tahun 1995 – 2000 
dikategorikan sangat efisien dengan rasio 
efisiensi 51 persen. 
Namun hasil penelitian ini bertolak 
belakang dengan penelitian Dasilva (2001) 
yang meneliti tentang evaluasi anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 
Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 
tahun 1993 – 1998, dengan menggunakan 
Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai 
sebagai pembanding. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat 
efisiensi pengelolaan APBD Kabupaten 
Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten 
Manggarai dikategorikan kurang efisien 
terbukti dengan rasio efisiensi ketiga 
kabupaten tersebut berkisar antara 95,94 – 
97,39 persen.  
. 
4. Tingkat Keserasian Belanja 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
tingkat keserasian belanja pemerintah 
Kabupaten Donggala dari tahun anggaran 
2008-2015 rata-rata cukup serasi, Namun satu 
hal yang perlu diperhatikan adalah dalam 
keuangan pemerintah Kabupaten Donggala 
masih sangat tergantung pada dana transper 
dari pemerintah pusat terutama yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pembangunan daerah.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Batafor (2011) yang meneliti 
tentang Evaluasi Kinerja Keuangan dan 
tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Lembata tahun 2002 – 2010 menyatakan 
bahwa rasio keserasian belanja pemerintah 
Kabupaten Lembata di periode I (2002 – 
2005) dikategorikan cukup serasi kerena 
persentasenya antara >40 – 60%. Sedangkan 
rata-rata hasil perhitungan rasio keserasian 
belanja pada periode II (2006 – 2010)  
mengalami penurunan menjadi 44,34% dan 
persentasenya berada  antara >40 – 60%, 
maka dapat dikategorikan menjadi predikat 
cukup serasi. 
5. Tingkat Pertumbuhan PAD 
Hasil dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa pertumbuhan PAD dari Kabupaten 
Donggala cenderung menunjukan 
pertumbuhan yang berfluktuatif selama 
periode delapan tahun anggaran dan bahkan 
pada tahun 2015 realisasi penerimaan PAD 
hanya sebesar  97,13% sedikit lebih rendah 
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
yang mencapai 100,64%. Hal ini 
mengindikasikan kurangnya komintmen 
Pemerintah Kabupaten Donggala untuk 
memacu penerimaan PAD terutama yang 
berasal dari pajak daerah yang rata-rata 
pertumbuhaanya 11,49% dan retribusi daerah 
sebesar 16,78%. Dari keempat komponen 
pertumbuhan PAD Kabupaten Donggala 
dalam kurun waktu delapan tahun yaitu rata-
rata sebesar 19,29%. Hasil ini tentu harus ada 
upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan 
PAD Kabupaten Donggala. 
Hal tersebut diatas didukung oleh hasil 
wawancara kepada Bapak Annas,SE.MM 
selaku Kepala Bidang Akutansi pada Badan 
Pengelola Keuangan  Dan Aset Daerah 
Pemerintah Kabupaten Donggala pada rabu 
Tanggal 1 Maret 2015,  dikatakan: 
Seperti tadi itu, mengali potensi-potensi real 
daerah, regulasi juga seperti pajak apa 
semua itu perda itu, harus melalui 
persetujuan DPRD, kalau misalkan DPRD 
tidak setuju juga misalnya naikan parkir 
misalnya di naikan anunya,kalau mereka 
tidak setuju juga, tidak bisa juga.seperti lagi 
sarang burung walet itu belum ada itu 
pajaknya, sulawesi tengah, provinsi itu belum 
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ada itu, itu kan potensi semua itu untuk 
meningkatkan PAD 
Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Indra deasy 
(2013), yang meneliti tentang Analisis 
Keuangan Daerah pada era Otonomi di 
Kabupaten Morowali. Menyatakan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Morowali selama 
kurun waktu lima tahun 2008 – 2012 belum 
dapat mempertahankan pertumbuhan 
penerimaan PAD yang stabil bahkan pernah 
mengalami pertumbuhan negatif.  
 
6. Kesejahteraan Masyarakat 
a. Angka Harapan Hidup 
Indikator ini mencerminkan derajat 
kesehatan disuatu wilayah, baik dari sisi 
sarana prasarana, akses maupun kualitas 
pelayanan kesehatan. Untuk usia harapan 
hidup di Kabupaten Donggala pada tahun 
2010 (65,55 tahun)  lebih rendah dari dari 
rata-rata usia harapan hidup penduduk 
Sulawesi Tengah yang mencapai (66,07 
tahun). Sampai pada tahun 2015 di Kabupaten 
Donggala usia harapan hidup telah mencapai 
(65,79 tahun) namun tetap lebih rendah dari 
rata-rata usia harapan hidup penduduk 
Sulawesi Tengah yang sudah mencapai (67,26 
tahun). Hal ini menunjukan dampak dari 
pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Donggala belum mampu memberi dampak 
positif pada perbaikan umur penduduk. 
Dengan demikian aspek kesehatan dapat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 
misalnya perbaikan kesehatan seseoarang 
dapat menyebabkan peningkatan dalam 
partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan 
seseorang dapat pula membawa perbaikan 
dalam tingkat pendidikan, bahkan perbaikan 
kesehatan dapat bertambahnya jumlah 
penduduk produktif yang dapat berpartisipasi 
dalam meningkatnya angkatan kerja sehingga 
akan berpengaruh terhadap meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya 
kesejahteraan masyarakat. 
Hal tersebut diatas didukung oleh hasil 
wawancara kepada Bapak Moh Room, selaku 
Kepala Seksi Distribusi pada Kantor BPS 
Pemerintah Kabupaten Donggala pada rabu 
Tanggal 1 Maret 2015,  dikatakan: 
Dimensi kesehatan ini, bagaimana 
meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan 
masyarakat kita diukur dari angka harapan 
hidup, artinya orang supaya bisa lama  
panjang umur langkah-langkah apa yang  
kita laksanakan minimal dari sisi sanitasi, 
dari sisi gizi, gizi masyarakat bagaimana 
pola hidup masyarakat supaya lebih sehat ini 
kan sebenarnya sudah bagus ini. Secara 
nasional menurut CIA World Factbook Tahun 
2011, Indonesia menempati urutan ke 108 
dari 191 negara dengan perolehan Anggka 
Harapan Hidup sebesar 70,76 tahun 
berdasarkan urutan daftar PBB 
. 
b. Indikator Harapan Lama Sekolah Dan 
Rata-rata Lama Sekolah 
Dimensi tingkat pendidikan yang di 
ukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah 
dan Rata-rata Lama Sekolah. Pembangunan 
pendidikan sebagai salah satu kunci dari 
pembangunan manusia telah memberikan 
hasil yang memuaskan. Secara makro rata-
rata lama sekolah penduduk di Kabupaten 
Donggala menunjukan trend semakin 
meningkat. Dari tahun 2010 rata-rata lama 
sekolah 7,29 tahun dan pada tahun 2015 
sudah mencapai 7,81 tahun jika dihitung rata-
rata lama sekolah trend meningkat tiap 
tahunnya sebesar 0,09 tahun, jika 
dibandingkan untuk rata-rata lama sekolah 
penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2010 
mencapai 7,65 tahun dan pada tahun 2015 
sudah mencapai 7,97 tahun dengan rata-rata 
lama sekolah sebesar 0,05 tahun. 
Secara nasional menurut Laporan 
Pembangunan Manusia 2013 yang dirilis oleh 
United Nation Development Program 
(UNDP), rata-rata lama sekolah di Indonesia 
adalah 5,8 tahun, lebih rendah dari rata-rata 
kawasan yang sebesar 7,2 tahun. Dan hasil 
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten 
Donggala selama tahun 2010 sampai dengan 
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2015 berada diatas angka Rata-rata lama 
sekolah nasional. 
 
c. Indikator Pengeluaran Perkapita 
Untuk dimensi Ekonomi dimana diukur 
dari indikator Pengeluaran Per Kapita Per 
Tahun di Kabupaten Donggala dari tahun 
2010 sebesar Rp. 6.569 juta/ tahun sedangkan 
pada tahun 2015 sudah mencapai sebesar 
Rp.7.407 Juta/ tahun. Besaran tersebut 
menunjukkan adanya kecenderungan 
meningkatnya kemampuan daya beli 
masyarakat di Kabupaten Donggala, bila 
dibandingkan rata-rata penduduk Sulawesi 
Tengah  baik pada tahun 2010 rata-rata 
pengeluaran perkapita sebesar Rp. 7. 988 
juta/tahun dan sampai pada tahun 2015  
pengeluaran perkapita sebesar Rp. 8.768 
juta/tahun kemampuan daya beli penduduk di 
Kabupaten Donggala masih di bawah rata-rata 
penduduk Sulawesi Tengah. 
Untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan 
anggaran yang lebih besar untuk kepentingan 
publik, yaitu secara langsung berupa 
“pembayaran transper” dan secara tidak 
langsung melalui penciptaan lapangan kerja, 
subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan 
sebagainya (Todaro,2000). 
 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Pada aspek kemandirian keuangan 
menunjukan pola hubungan instruktif 
dengan kategori kemampuan keuangan 
yang rendah sekali. 
2. Pada aspek efektivitas menunjukkan rata-
rata tingkat yang sangat efektif.  
3. Pada aspek efisiensi menunjukkan tingkat 
yang sangat efisien.  
4. Pada aspek keserasian belanja 
menunjukkan rata-rata belanja tidak 
langsung dan belanja langsung pada 
tingkat cukup serasi.  
5. Pada aspek pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah belum dapat mempertahankan 
pertumbuhan penerimaan PAD yang stabil 
bahkan pernah mengalami pertumbuhan 
negatif.  
6. Pada aspek kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Donggala dengan indikator usia 
harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-
rata lama sekolah, dan pengeluaran 
perkapita mengalami peningkatan. 
 
Rekomendasi 
1. Pemerintah Kabupaten Donggala 
diharapkan untuk lebih memperhatikan, 
mengakomodir, memanfaatkan dan 
memberdayakan sumber sumber PAD 
yang dimiliki daerah ketika menyusun 
anggaran pendapatan seperti pemanfaatan 
sumber-sumber retribusi, pengembangan 
potensi-potensi alam disektor pertanian, 
dan perkebunan sehingga mampu 
mendorong pencapaian realisasi 
pendapatan asli daerah yang optimal dan 
meningkatkan PAD guna mengurangi 
ketergantungan daerah terhadap bantuan 
pemerintah pusat dan provinsi. 
2. Pemerintah Kabupaten Donggala agar 
mampu meningkatkan proporsi alokasi 
anggaran belanja langsung dalam upaya 
meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan 
publik secara maksimal sehingga 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Donggala dapat ditingkatkan lagi dari 
capaian IPM kategori sedang menjadi 
tinggi. 
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